
BUPATI TASIKMALAY A 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 36 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DES A 

KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020 

Menim ang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pe erintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersu mber 
da ri Anggaran Pendapatan dan Belanja N gara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersu er dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja egara tenta g Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapa ta n dan 
Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Da n a Desa 
untuk setiap Desa; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peratura n Mente i K uangan 
Nomor 35/PM .07/2020 ten tang Pengelolaan Transfer Ke 
Daerah dan Dan a Desa Tahu n Anggaran 2020 Dalam 
Rangka Pen anganan Pandemi Virus Corona Di ea se 2019 
(COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional, Bu pati melakukan 
penyesuaian penghitungan rincian Da n a Desa se . ap Desa; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
40/PMK.07/ 2020 tentang Peru bahan ta Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 205 /P K.07/ 2019 tentang 
Pengelolaan Dana Desa, diatur perubahan ketentuan 

alam Pengelolaan Dana Desa; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, h uruf b dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Bupa ti Tasikmalaya tentang Tata Cara 
Pelaksanaan, Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana 
Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020; 



· . 

Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

2 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa 
(Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara epublik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lem baran 
Negara Republik In donesia Nomor 5587) sebagaim an a telah 
beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang 
NonlOr 9 Tahun 2015 tentang Peru bahan Kedu a Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
I donesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

egara Rep.ublik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah omor 43 Tahun 2 14 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara R publik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
be erapa kali, terakhir dengan Peratu ran Pemerintah Nomor 
11 Tahun 20 19 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

5 . Peraturan Pemerintah omor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diu bah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ; 
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6 . Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
220) ; 

7 . Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) ; 

8 . Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Tran smigrasi Nomor 02 Tahun 20 16 ten tang InQ@ks 
Desa Membangun; 

9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Repu blik Indonesia Tah un 2018 N omor 611) ; 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 
6 Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 367) ; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang 
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 384); indonesia Tahun 20 19 Nomor 
1700) ; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ Atau 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya ; 



Menetapkan 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 9). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 
yang unsur penyelenggara pemerintahan daerah 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3 . Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

4 . Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

6 . Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danjatau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7 . Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan digunakan 
u n tuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
dan pemberdayaan masyarakat. 

8 . Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri. 
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10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disingkat APBDesa, adalah reneana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan 
diterima oleh setiap Desa seeara merata yang besarnya 
dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran 
Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa seeara nasional. 

12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan 
memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat 
tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. 

13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa 
yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. 

14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan 
memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan 
Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis 
Desa setiap kabupaten/kota. 

15. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat 
IKK adalah indeks yang meneerminkan tingkat kesulitan 
geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga 
prasarana fisik seeara relatif antarDaerah. 

16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut 
IKG Desa adalah angka yang meneerminkan tingkat 
kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel 
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, 
transportasi, dan komunikasi. 

17. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks komposit yang 
dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan 
ekonomi dan indeks ketahanan ekologi Desa. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah reneana keuangan tahunan 
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rene ana keuangan tahunan 
Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut 
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 
Desa. 

21. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat 
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara 
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan 
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada 

bank sentral. 
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22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa 
yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang 
ditetapkan. 

24 . Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya 
disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara 
Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa 
Bendahara Umum Negara. 

25. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan 
yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan 
kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 

26. Pandemi Corona Virus Disease 2019 selanjutnya disebut 
COVID-19 adalah wabah penyakit yang terjadi secara global 
di seluruh dunia. 

27. Padat Karya Tunai Desa selanjutnya disingkat PKTD adalah 
kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat 
produktif dengan mengutamakan pemanfaatkan sumber 
daya tenaga kerja dan tekhnologi lokal untuk memberikan 
tambahan pendapatan sebagai upaya mengurangi 
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

28. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disebut 
BLT Dana Desa adalah bantuan yang diberikan kepada 
keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian, belum 
terdata (exclusion error) , dan mempunyai anggota keluarga 
yang rentan sakit menahun/kronis dengan menggunakn 
sumber anggaran dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020. 

BAB II 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

Pasal2 

Rincian Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 
2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 
a . Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Mirmasi; 
c . Alokasi Formula; dan 
d . Alokasi Kinerja. 



7 

Pasal3 

Pagu Dana Desa untuk Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan 
sebesar 399.45 1.057,000 ,00 (tiga ratus sembilan puluh 
sembilan milyar empat ratus lima puluh satu juta lima puluh 
tujuh rupiah). 

Pasal4 

Penyesuaian atas selisih Pagu Dana Desa Kabupaten 
Tasikmalaya dilakukan secara proporsional terhadap nilai 
Alokasi Dasar untuk masing-masing Desa. 

Pasa15 

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 
dihitung berdasarkan alokasi dasar Daerah dibagi jumlah desa 
sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2020. 

Pasa16 

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa12 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa 
Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin 
tinggi. 

(2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang 
memiliki Jumlah penduduk m iskin tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali 
Alokasi Afirmasi setiap Desa. 

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal 
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi d ih itung 

sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa. 

(4) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus: 
AA Desa = (0,015 X DD) / {(2 " DST) + (1 X DT)} 

Keterangan: 
a . AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa 
h.DD = pagu Dana Desa nasional 
c. DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang 

memiliki jumlah penduduk miskin tinggi 
d . DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi 
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Pasal 7 

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, 
dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang 
bersumber dari kementerian yang berwenang danjatau 
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang statistik. 

Pasal8 

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut : 
AF Desa = {(0,10 * Zl) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF 

KabfKota 

Keterangan: 
AF Desa 
21 

22 

23 

Z4 

AFKab 

= Alokasi Formula setiap Desa 
= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap 

total penduduk Desa Kabupaten Tasikmalaya 
= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa 

terhadap total penduduk miskin Desa 
Kabu paten Tasikmalaya 

= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total 
luas wilayah Desa Kabupaten Tasikmalaya. 

= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa 
Kabupaten Tasikmalaya 

= Alokasi Formula Kabupaten Tasikmalaya 

Pasal9 

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data 
dari kementerian yang berwenang danj atau lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik. 

Pasall0 

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, 
dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam 
pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian 
keluaran (ou tpu t) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) 
pembangunan desa. 

Pasal 11 

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan menggunakan 
bobot sebagai berikut: 
a . Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 200/0; 
b . Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 200/0; 
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c . Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25% ; 
dan 

d . Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 
35%. 

Pasal 12 

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa tercantu m dalam 
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah kan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BABIII 

PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 13 

(1 ) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan 
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. 

(3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil 
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa 
pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati Tasikmalaya . 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: 

a . tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat 
puluh persen) ; 

b . tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 400/0 (empat 
puluh persen) ; dan 

c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh 
persen). 

(5) Syarat penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
aya t (4) antara lain : 
a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari 

Kepala Desa; 
b . tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran (output) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya 
dari Kepala Desa; dan 

c . tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dan 
laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa 
tahun anggaran sebelumnya . 

(6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pad a ayat 
(4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen 
persyaratan dari Bupati dengan ketentuan : 
a . tahap I berupa : 

1. peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa; 
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2 . Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan 
3 . Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa; 

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran (output) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya 
dari Kepala Desa; dan 

c . tahap III berupa : 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sampai dengan tahap II men unjukan realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tuju h puluh 
lima persen) dan capaian keluaran men unj u kan pa ling 
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) ; 

2 . laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa 
tahun anggaran sebelumnya ; dan 

3 . Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga 
penerima man fa at BLT Desa; 

(7 ) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa 
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib 
d isampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan 
penyaluran tahap 1 pertama kali. 

(8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata 
persentase capaian keluaran dari selu ruh kegiatan setiap 
desa. 

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hurup b dan 
hurup c dilakukan sesuai dalam tabel referensi data 
bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan 
keluaran dan capaian keluaran. 

(10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik 
(Hardcopy) dan dokumen elektronik (Softcopy). 

(1 1) Dokumen elektronik (Softcopy) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (10) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

(12) Format surat pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (3) , format laporan realisasi 
penyerapan dan capaian keluaran (output) Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, format 
Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga 
penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) huruf c angka 3 dan format berita acara 
musyawarah Desa khusus tentang verifikasi dan validasi 

calon penerima BLT Desa tercantum dalam lampiran IV, 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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Pasal14 

(1) Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa Tahap 1, 
Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), dengan penambahan 
ketentuan: 
a. Dana Desa Tahap 1 disalurkan secara bulanan dalan 

kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan be saran dan 
persyaratan setiap bulan masing-masing : 
1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen) , 

dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa 
mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat 
BLT Desa. 

2. bulan kedua sebesar 150/0 (lima belas persen), 
dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa 
bulan pertama; dan 

3 . bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) , dengan 
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan 
kedua. 

b . penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III 
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) 
dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud Pasal 13 ayat (6); dan 

c. Dana Desa Tahap I di prioritaskan untuk BLT Desa. 

(2) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa Tahap I 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) , untuk 
Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur 
dengan ketentuan: 
a . penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III 

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) 
dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud ayat (6) ; dan 

b. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa. 

(3) Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, 
diatur dengan ketentuan: 
a . Dana Desa Tahap II disalurkan secara bulanan dalan 

kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan 
persyaratan setiap bulan masing-masing : 
1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas per sen), 

dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa 
mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat 
BLT Desa. 

2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), 
dengan persyaratan Laporan Pelaksanaan BLT 
Desa bulan pertama; dan 

3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) , dengan 
persyaratan Laporan Pelaksanaan BLT Desa bulan 
kedua. 
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b . Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa. 

(4) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa Tahap II 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) : 
a . penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(5); dan 

b. Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa. 

(5) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD 
secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (5) dan (6) maupun penyaluran secara bulanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan 
pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa 
tahap berikutnya. 

(6) Format laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tercantum dalam 
lampiran IV. 

Pasal15 

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (7) , Kepala Desa menyampaikan dokumen 
persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan: 
a . tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa; 
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan 

capruan keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 
sebelumnya; dan 

c . tahap III berupa : 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukan 
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 750/0 
(tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran 
menunjukan paling sedikit sebesar 500/0 (lima 
puluh persen); dan 

2 . laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa Tahun Anggaran sebelumnya . 

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b , dihitung berdasarkan rata-rata persentase 
capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa. 

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan tabel referensi Data bidang, kegiatan, sifat 
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara 
pengadaan dan capaian keluaran. 
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(4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen 
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan 
penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala 
KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 
setiap minggu. 

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, 
kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi 
kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran. 

(7) Perubahan tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
mengacu pad a peraturan yang ditetapkan oleh 
Kementerian Dalam Negeri. 

BABIV 

PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal16 

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, 
peningkatan kualitas hidup manUSla serta 
penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam 
Rencana Kerja Pemerintah Desa. 

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pad a ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka 
menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi corona 
virus disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa: 

a. Kegiatan penanganan pandemi corona virus disease 
20 19 (COVID~ 19); dan I atau 

b . Jaring Pengaman Sosial di Desa. 

(3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa sesuai 
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 

(4) Kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi 
atas pandemi virus corona disease 2019 (COVID-19), 
sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan Pola 
Padat Karya Tunai Desa (PKTD). 
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(5) Pembangunan dengan Pola Padat Karya Tunai Desa 
sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan dengan 
keten tuan se bagai beriku t : 

a. kegiatan dilaksanakan secara swakelola 
b. penyedian barang dan jasa yang tidak bisa dipenuhi 

oleh Desa, dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana 
dengan penyedia barang danl a tau jasa. 

c . tenaga kerja diprioritaskan dari masyarakat setempat 
dengan mengutamakan anggota keluarga mi skin , 
masyarakat yang kehilangan pekerjaan, penganggur 
dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat 
marginallainnya. 

d . upah tenaga kerja dibayarkan setiap hari 
e. pelaksanaannya menerapkan jarak aman antara satu 

pekerja dengan pekerja lainnya minimal 2(dua) meter. 
f. tenaga kerja diwajibkan menggunakan masker. 

(6) Pedoman penyusunan kegiatan dalam rangka 
menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi virus 
corona disease 2019 (COVID-19) , PKTD dan BLT Desa 
tercantum dalam lampiran III . 

(7) Format pe1aksanaan kegiatan PKTD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran IV. 

Pasal 17 

(1) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 16 ayat (2) huruf b , berupa BLT Desa kepada 
keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai 
keluarga penerima manfaat. 

(2) Pemerintah Desa wajib men ganggarkan dan 
melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1); 

(3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria 
sebagai berikut : 

a. Keluarga miskin atau tidak marnpu yang berdomisili di 
Desa bersangku tan; dan 

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga 
Harapan (PKH), kartu sembako dan kartu Pra Kerja. 

(4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b , mempertimbangkan Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian 
Sosial. 

(5) Jika ditemukan keluarga rniskin tetapi tidak masuk dalarn 
DTKS, tetap dapat menerima BLT Dana Desa, selanjutnya 
data penerima BLT Dana Desa tersebut diusulkan untuk 
dimasukan dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketent uan 
yang berlaku. 
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(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebesar Rp . 600.000,00 (enam ratus ribu 
rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan. 

(7) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , 
dianggarkan dalam APBDesa Jumlah be saran anggaran 
untuk program pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa (BL T Dana Desa), menggunakan metode perhitungan 
sebagai beriku t : 

a . Desa Penerima Dana Desa kurang dari 
Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) adalah 
maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah 
Dana Desa; 

b. Desa Penerima Dana Desa Rp . 800.000.000,­
(delapan ratus juta rupiah) sampai dengan 
Rp .1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta 
rupiah) adalah maksimal 30 % (tiga puluh persen) 
dari jumlah Dana Desa; 

c . Desa Penerima Dana Desa lebih dari 
Rp .1.200.000 .000,- (satu milyar dua ratus juta 
rupiah) adalah maksimal 35 % (tiga puluh lima 
persen) dari jumlah Dana Desa. 

(8) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencukupi, 
Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi 
batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(9) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
dilakukan oleh Camat atas nama Bupati. 

(10) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, 
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Pasal18 

( 1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
mengacu pada pedoman teknis Dana Desa sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan 
menggunakan sumber dayajbahan baku lokal, dan 
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja 
dari masyarakat Desa setempat. 

(3) Dalam hal Pengadaan barang dan jasa yang dibiayai Dana 
Desa mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur 
mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa. 
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Pasal 19 

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan 
ayat (3) setelah mendapatkan persetujuan Bupati. 

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana yang 
dimaksud pad ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian 
Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah 
terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa. 

(4) Format Peraturan Desa tentang APBDesa dan Penjabaran 
APBDesa tercantum dalam lampiran IV. 

Pasa120 

(1 ) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana 
Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa. 

(2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan 
atas penggunaan Dana Desa. 

(3) Tata cara pelaksanaan pendampingan sebagaimana 
dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman 
kementerian tehnis terkait. 

Pasal21 

Desa yang mendapatkan 
mempergunakan alokasi 
penanggulangan kemiskinan. 

alokasi 
afirmasi 

Pasa122 

afirmasi 
untuk 

wajib 
kegiatan 

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 
Desa. 

(2) Pemerintah Daerah dapat me1akukan pendampingan atas 
penggunaan Dana Desa. 

(3) Pen dampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

BABV 

PELAPORAN DANA DESA 

Pasal 23 

(1 ) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan 
dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran 
kepada Bupati . 
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(2) Laporan realisasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) 

terlebih dahulu diverifikasi oleh tim verifikasi kecamatan 
yang ditetapkan dengan keputusan Camat. 

(3) Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan aplikasi Siskeudes dalam bentuk softcopy 
dan hardcopy yang telah ditandatangan i Kepala Desa. 

(4) Laporan Pertanggungjawaban pela ksanaan kegiatan 
Dana Desa dibuat dan disampaikan oleh Pelaksana 
Kegiatan setiap bidang kepada Kepa la Desa. 

(5) Format rencana biaya pada bidan g sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan format laporan pelaksanaan 
dan konsolidasi belanja tercantum dalam piran IV. 

BAB VI 

MON TORING DAN EVALUASI 

Pasa124 

(1) Bupati melaksanakan Monitoring dan Evaluasi 
pelaksanaan Dana Desa; 

(2) Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagai mana ayat (1) 

dilaksa n akan oleh Cama dan hasilnya dila orkan 
kepada Bupati mela lu i Dinas Sosial, Pe ber ayaan 
Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perem u dan 
Perlindungan Anak. 

(3) Basil Mon itoring dan eval a i yang d·laksan ka n oleh 
Cam at . 

BAB II 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 25 

(1) Bupa ti melaksanakan Pem binaan dan Pen gawasan 
pelaksa n aan Dana Desa; 

(2) Seca ra eknis Pembinaan da n Pengawasa n pelaksanaan 
Dana Desa d ·lak anaka n oleh Camat; 

(3) Dalam h al tedapat permasalahan C mat melaporkan 
kepada Bupati dan berkoordinasi kepada Dinas dan 
Aparat Pen gawas Internal Pemerintahan (APIP) ; 

BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasa126 

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak 
melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) , dikenakan sanksi administrasi 
berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 
Anggaran berjalan. 



BABIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal27 
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Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 ten tang Tata Cara 
Pelaksanaan, Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa 
Kabupaten Tasikmalaya Tabun Anggaran 2020 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 26 
Tabun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan, Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa 
Kabupaten Tasikmalaya Tabun Anggaran 2020 , dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 28 

Peraturan Bupati ml mulai berlaku pada ta n ggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang meng tahui, memerintabkan pengu n dangan 
Peraturan Bupati ini d ngan menempatkannya dalam Berita 
Daerab Ka u paten Ta sik malaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tangga 5 }lei 2020 

SEKRET IS DAERAH 
KABUPATE TASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singa parn a 
pada anggal 5 Mei 2020 

BUPATI TAS 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 36 


